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ABSTRAK 

 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tanggal 21 April 2025 menyatakan bahwa  

ditemukan 9 (sembilan) produk makanan olahan yang mengandung unsur babi (porcine). Sebagian 

besar produk yang terdeteksi mengandung babi adalah marshmallow impor, dan beberapa di 

antaranya sudah memiliki sertifikat halal. Hal ini tentu saja meresahkan bagi masyarakat, lebih 

khususnya lagi Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Pengakuan 

akan keberadaan agama Islam menerbitkan tanggung jawab negara untuk memastikan terpenuhinya 

nilai-nilai Islam dalam berbagai bidang. Salah satu tanggung jawab negara dalam hal ini yaitu 

menjamin kehalalan produk yang beredar dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan syari’at agama 

Islam. Tidak hanya itu, ternyata produk yang mengandung unsur babi tersebut ada pada produk 

makanan yang dikonsumsi untuk anak. Produk makanan yang baik dan halal serta memperhatikan 

gizi makanan dan minuman yang dikonsumsi anak memiliki peran penting dalam perkembangan, 

pertumbuhan, dan pemeliharaan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Gizi yang baik mempunyai 

dampak yang signifikan terhadap perkembangan kognitif, perilaku, dan emosional anak-anak. Oleh 

sebab itu, maka perlu dilakukan upaya sosialisasi hukum mengenai produk makanan halal dan sehat 

oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Lokasi yang dipilih untuk 

dijadikan tempat sosialisasi hukum tersebut adalah  Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul 

Athfal Panyalaian. 
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PENDAHULUAN 

Kebebasan Beragama (freedom of 

Religion) merupakan hak konstitusi yang 

dimiliki oleh setiap individu di Indonesia 

dan negara turut serta dalam menjamin 

terpenuhinya hak tersebut bagi seluruh 

warga Indonesia. Hal ini sesuai dengan 

amanat dari Pasal 29 ayat (2) Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD 1945). Jaminan yang 

diberikan oleh negara berupa kebebasan 

bagi setiap individu untuk memilih agama 

tanpa adanya diskriminasi dan campur 

tangan dari pihak lain, serta memberikan 

perlindungan dari tindakan-tindakan yang 

dapat mencemari nilai-nilai keagamaan 

yang dianut oleh masyarakat. 

Agama Islam merupakan salah satu 

dari agama yang dianut oleh masyarakat 

Indonesia dan diakui keberadaannya oleh 

negara. Pengakuan akan keberadaan 

agama Islam menerbitkan tanggung jawab 

negara untuk memastikan terpenuhinya 

nilai-nilai Islam dalam berbagai bidang. 

Salah satu tanggung jawab negara dalam 

hal ini yaitu menjamin kehalalan produk 

yang beredar dalam masyarakat sesuai 

dengan ketentuan syari’at agama Islam. 

Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-

Baqarah: 172-173, yang berbunyi: 

 

ٰٓايَُّهَا مَنوُْا الَّذِيْنََ ي  تَِ مِنَْ كُلوُْا ا  كُمَْ مَا طَي ِب  َِ وَاشْكُرُوْا  رَزَقْن  انَِْ لِِلٰ  

۝١ تعَْبدُوُْنََ اِيَّاهَُ كُنْتمَُْ  

Artinya: 

172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah 

apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan 

kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu 

benar-benar hanya menyembah kepada-Nya. 

مََ اِنَّمَا اهُِلََّ وَمَآَٰ الْخِنْزِيْرَِ وَلحَْمََ وَالدَّمََ الْمَيْتةَََ عَلَيْكُمَُ حَرَّ  

لََ باَغ َ غَيْرََ اضْطُرََّ فمََنَِ اٰللِهَ لِغَيْرَِ بِهَ  عَلَيْهَِ  اِثمََْ فلَََٰٓ عَادَ  وَّ  

حِيْمَ  غَفوُْرَ  اٰللََ انََِّ                                     ۝١ رَّ   

Artinya: 

173. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan 

atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) 

hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) 

selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa 

(memakannya), bukan karena menginginkannya 

dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada 

dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Ayat tersebut menegaskan ketentuan 

syari’at Islam tentang perintah Allah dalam 

hal mengkomsumsi makanan yang baik 

(Q.S. Al-Baqarah: 172). Kemudian 

melarangan untuk mengkonsumsi 

makanan berupa bangkai, darah, daging 

babi, dan hewan yang disembelih tanpa 

menyebut nama Allah SWT.  (Q.S. Al-

Baqarah: 173). Kecuali dalam hal keadaan 

terdesak dan terpaksa, karena bahaya yang 

menimpa seperti saat kelaparan atau 

berkecamuk perang (Syaikh Abu Bakar 

Jabir al-Jazairi: Aisarut Tafasir), bukan 

karena menginginkannya dan tidak (pula) 

melampaui batas, maka tidak ada dosa 

baginya.   

Selanjutnya, pada kitab Al-Musnad, 

Al-Muwattha’ dan As-Sunan disebutkan 

bahwa sabda Rasulullah SAW tentang laut 

adalah :”yaitu sesuatu yang suci airnya dan 

halal bangkainya”. Ini diriwayatkan oleh 

Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Majah, 

dan Ad-Daruquthni tentang hadits dari 

Ibnu Umar yang marfu’, “Dihalalkan bagi 

kita dua bangkai dan dua darah, yaitu ikan 

dan belalang, hati dan limpa”( Hikmat bin 

Basyir bin Yasin: Tafsir Ibnu Katsir 
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(Ringkas) / Fathul Karim Mukhtashar 

Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim). 

Berkenaan dengan daging babi, 

segala hal dari daging babi dan bagian 

tubuh babi lainnya seperti tulang, lemak, 

dan lainnya serta produk turunannya 

adalah haram untuk dikonsumsi. 

Demikian pula dengan daging hewan yang 

disembelih dengan menyebut nama selain 

Allah, yaitu hewan persembahan untuk 

patung dan roh halus yang dianggap oleh 

orang musyrik dapat memberikan 

perlindungan dan keselamatan juga haram 

untuk di konsumsi (Kementrian Agama 

Republik Indonesia: Tafsir Ringkas 

terjemahan oleh Kementerian Agama).   

Kenyataannya hingga hari ini  masih 

terdapat peredaran produk yang 

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan 

syari’at Islam yang disebut produk haram. 

Seperti halnya temuan dari Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) 

dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk 

Halal (BPJPH) pada tanggal 21 April 2025, 

dimana ditemukan 9 (sembilan) produk 

makanan olahan yang mengandung unsur 

babi (porcine). Sebagian besar produk 

yang terdeteksi mengandung babi adalah 

marshmallow impor, dan beberapa di 

antaranya sudah memiliki sertifikat halal 

(Badan Penyelenggara Jaminan Produk 

Halal: 2025). 

Adapun sampel produk pangan 

olahan yang terdeteksi mengandung unsur 

babi (porcine) adalah sebagai berikut: 

 

  

Gambar 1. Produk Pangan Olahan 

mengandung Porcine 

(Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH), 2025) 

 

 
 

Gambar 2. Produk Pangan Olahan 

mengandung Porcine 

(Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH), 2025) 

 

 
Gambar 3. Produk Pangan Olahan 

mengandung Porcine 

(Foto; Badan Penyelenggara Jaminan Produk 

Halal (BPJPH), 2025) 
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Gambar 4. Produk Pangan Olahan 

mengandung Porcine 

(Foto; Badan Penyelenggara Jaminan Produk 

Halal (BPJPH), 2025). 

 

Gambar 5. Produk Pangan Olahan 

mengandung Porcine 

(Foto; Badan Penyelenggara Jaminan Produk 

Halal (BPJPH), 2025) 

Temuan ini didapatkan melalui 

pengujian laboratorium dengan pengujian 

parameter DNA dan/atau peptida spesifik 

porcine. Selain itu juga ditemukan bahwa 

ternyata, 7 (tujuh) diantara produk 

tersebut telah memiliki sertifikat yang 

dikeluarkan oleh BPJPH dan 2 (dua) 

diantaranya tidak memiliki label halal 

(Badan Penyelenggara Jaminan Produk 

Halal: 2025). 

Peredaran produk haram namun 

memiliki sertifikat halal atau berlabel halal 

seperti halnya dalam kasus tersebut tentu 

dapat menjadi suatu kerugian khususnya 

bagi masyarakat muslim. Melalui 

penjabaran tersebut dapat dilihat bahwa 

terdapat indikasi kelalaian dari beberapa 

pihak seperti pelaku usaha maupun BPJPH 

dalam mengidentifikasi produk yang akan 

diedarkan ke masyarakat. 

 Oleh sebab itu, maka perlu 

dilakukan upaya sosialisasi hukum 

mengenai produk makanan halal                

dan sehat oleh Dosen Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Barat. Lokasi yang dipilih untuk dijadikan 

tempat sosialisasi hukum tersebut adalah  

Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah 

Bustanul Athfal Panyalaian.  

Hal ini dalam rangka memberikan 

edukasi dan pemahaman terutama kepada 

orang tua mengenai pentingnya makanan 

yang baik dan halal serta untuk dapat 

selektif dalam memberikan produk 

makanan dan minuman kepada putra 

putri mereka, agar terhindar dari produk 

makanan yang mengandung unsur babi.  

METODE  

 Metode yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif dengan metode 

penyuluhan yang dilaksanakan melalui 

presentasi dan diskusi interaktif. Desain ini 

dipilih untuk menggali pemahaman 

mendalam terutama kepada orang tua  

tentang pentingnya produk makanan halal 

dan sehat bagi putra putri mereka. Hal ini 

agar terhindar dari produk makanan dan 

minuman yang mengandung unsur babi 

(porcine) yang beredar bebas di 

masyarakat, bahkan ada yang memiliki 

label halal padahal kandungan dari 

produk tersebut terdapat unsur babinya. 

Presentasi digunakan untuk memberikan 

landasan teori dan hukum, sedangkan 

diskusi interaktif memungkinkan peserta 
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untuk mengajukan pertanyaan dan 

mengklarifikasi pemahaman mereka. 

Subjek  penelitian ini  adalah orang 

tua murid dari siswa sekolah Taman 

Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul 

Athfal Panyalaian. Penyuluhan 

dilaksanakan selama satu hari pada hari 

Rabu tanggal 18 Juni 2025. Kegiatan 

dimulai dengan presentasi materi tentang 

sosialisasi hukum mengenai produk 

makanan halal                dan sehat. 

Selanjutnya, sesi diskusi dibuka untuk 

memberikan kesempatan kepada peserta 

untuk berinteraksi langsung dengan 

pemateri, mengajukan pertanyaan, dan 

berbagi pengalaman. Di akhir sesi, 

dilakukan evaluasi dengan mengajukan 

pertanyaan kepada peserta untuk 

mengukur sejauh mana pemahaman 

mereka tentang materi yang disampaikan. 

Hasil evaluasi ini digunakan untuk menilai 

efektivitas penyuluhan dan pemahaman 

peserta mengenai produk makanan halal                

dan sehat. 

PEMBAHASAN 

Awal kegitan pemateri menjelaskan 

mengenai pentingnya mengkonsumsi 

makanan halal dan sehat terutama bagi 

anak karena akan mempengaruhi kepada 

kecerdasan serta pertumbuhan anak baik 

fisik, psikis dan spritualnya. Anak 

merupakan amanah yang diberikan oleh 

Tuhan yang harus dididik agar menjadi 

manusia yang baik.  

Selain itu, anak merupakan investasi 

paling besar yang dimiliki keluarga dan 

masyarakat sebagai generasi penerus 

bangsa, aktor masa depan, yang akan 

membawa warna bagi bangsa ini. Anak 

memiliki sejuta kemampuan yang akan 

berkembang melalui tahapan-tahapan 

tertentu sesuai perkembangannya. Sejak 

dilahirkan sampai tahun-tahun pertama, 

anak mengalami perkembangan yang 

sangat pesat.  

Para ahli mengungkapkan bahwa 

perkembangan pada tahun-tahun awal 

lebih kritis dibanding dengan 

perkembangan-perkembangan 

selanjutnya sehingga dapat dikatakan 

bahwa masa kanak-kanak merupakan 

gambaran awal seseorang sebagai seorang 

manusia.  

Pada masa usia dini anak mengalami 

masa keemasan (the golden years) yang 

hanya datang sekali dan tidak dapat 

diulang. Pada masa ini anak berada pada 

periode sensitif (sensitive periods) dimana 

pada masa inilah anak-anak secara khusus 

mudah menerima berbagai stimulus dari 

lingkungannya. Itulah sebabnya upaya 

stimulasi sejak dini kepada anak yang 

berusia 0 sampai 6 tahun sangatlah 

penting, karena pada masa tersebut 

perkembangan otak anak berlangsung 

secara optimal dan hal tersebut sangat 

berpengaruh terhadap kehidupannya 

kelak. 

Perkembangan anak sungguh sangat 

menakjubkan dan terbaik sepanjang hidup 

manusia. Perkembangan yang 

menakjubkan tersebut mencakup 

perkembangan fisik dan psikis. Dari segi 

fisik anak mengalami perkembangan yang 

sangat luar biasa, mulai dari pertumbuhan 

sel-sel otak dan organ tubuh lainnya. 

Pertumbuhan fisik tersebut tentu mesti 
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didukung dengan mengkonsumsi 

makanan yang halal dan sehat. 

Disamping perkembangan fisik, 

perkembangan psikis juga mengalami hal-

hal yang menakjubkan dari kemampuan 

berinteraksi dengan orang tua sendiri 

sampai kemampuan berinteraksi dengan 

orang lain. 

Gizi makanan dan minuman yang 

dikonsumsi anak memiliki peran penting 

dalam perkembangan, pertumbuhan, dan 

pemeliharaan kesejahteraan anak secara 

keseluruhan. Gizi yang baik mempunyai 

dampak yang signifikan terhadap 

perkembangan kognitif, perilaku, dan 

emosional anak-anak (Septian Emma Dwi 

Jatmika, dkk: 2024).  

Penelitian telah menunjukkan bahwa 

menyediakan makanan sehat untuk 

anak-anak tidak hanya penting untuk 

kesehatan fisik mereka tetapi juga 

memiliki korelasi langsung dengan 

prestasi akademis dan kemampuan belajar 

mereka. Para ahli telah menganjurkan 

pentingnya kebiasaan makan yang sehat di 

kalangan anak-anak karena hal ini dapat 

mendorong pertumbuhan mereka dan 

mengurangi masalah kesehatan jangka 

pendek dan jangka panjang. Anak-anak 

yang memiliki akses terhadap makanan 

bergizi cenderung memiliki konsentrasi 

yang lebih baik, daya ingat yang lebih baik, 

dan keterampilan pemecahan masalah 

yang lebih baik.  

 
Gambar 6. Siswa TK  Aisyiyah Bustanul 

Athfal Panyalaian 

(Sumber: Yola Yustrisia, 2025) 

Gizi seimbang seorang anak 

merupakan tanggung jawab orang tua, 

yang menjadi teladan bagi anak-anaknya, 

serta mendidik mereka tentang makanan 

halal dan gizi seimbang dan sehat. Orang 

tua perlu menyadari kebutuhan gizi anak-

anak mereka dan memberi mereka 

makanan yang seimbang dan bervariasi 

yang mencakup semua nutrisi penting. 

Anak memerlukan kombinasi zat gizi 

makro (karbohidrat, protein, dan lemak) 

dan zat gizi mikro (vitamin dan mineral) 

agar tumbuh kembangnya optimal. 

Terutama sekali bagi umat muslim wajib 

mengkonsumsi makanan dan minuman 

yang baik serta halal. 

 

Gambar 7. Makanan dan Minuman yang Baik 

serta Halal 

(Sumber; Google, 2025) 
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Syari’at Islam menentukan bahwa 

terdapat kaidah keagamaan tentang 

kehalalan produk seperti makanan, 

minuman, dan obat-obatan yang dapat 

dikonsumsi oleh umat muslim. Kaidah 

tersebut menentukan bahwa terdapat 

larangan untuk mengkonsumsi produk-

produk yang mengandung unsur-unsur 

tertentu seperti daging babi, bangkai, 

darah, dan beberapa unsur lain. Oleh sebab 

itu, maka pemerintah Indonesia 

mewajibkan pelaku usaha untuk 

melakukan sertifikasi dan pelabelan 

terhadap produk-produk halal yang akan 

diedarkan sebagai bentuk pemberian 

jaminan bagi masyarakat atas keabsahan 

pernyataan halal produk tersebut. 

Sertifikasi dan pelabelan terhadap 

suatu produk bertujuan untuk 

memberikan jaminan kepada masyarakat 

sehingga memudahkan mereka untuk 

memastikan kehalalan produk yang akan 

dikonsumsi (Abdurrahman Konoras: 

2017).  Menurut Undang-Undang No. 33 

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

(selanjutnya disingkat dengan UU JPH), 

suatu produk dapat dikatakan halal 

apabila produk tersebut telah dinyatakan 

halal sesuai dengan ketentuan syari’at 

Islam yang kemudian dibuktikan dengan 

sertifikat halal.  

Setidaknya terdapat 4 peran penting 

sertifikat halal bagi masyarakat. Pertama, 

kehalalan suatu produk merupakan 

kaidah dari agama Islam sehingga 

sertifikat halal merupakan pertanggung 

jawaban dari produsen dalam menjamin 

produknya. Kedua, sertifikat halal berguna 

dalam meningkatkan kepercayaan dan 

kepuasan dari masyarakat. Ketiga, 

berguna dalam menambah citra dan daya 

saing perusahaan. Keempat, alat yang 

berguna untuk perluasan jangkauan 

pemasaran bagi perusahaan (Galuh 

Widitya Qomaro dan Indria Mawaddah: 

2019). 

Pasal 6 UU JPH menjelaskan bahwa 

penerbitan dan pencabutan sertifikat halal 

serta label halal atas suatu produk 

merupakan kewenangan dari Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(BPJPH). Penerbitan sertifikat halal oleh 

BPJPH dilakukan dengan berdasarkan 

pada penetapan kehalalan produk yang 

dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) dalam bentuk Keputusan Penetapan 

Halal Produk. Penetapan Halal Produk 

oleh MUI dilakukan dengan berlandaskan 

pada pemeriksaan yang dilakukan oleh 

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan 

dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia 

(LPPOM MUI). Tahapan Pemeriksaan 

dalam sertifikasi dilakukan oleh auditor 

atau ahli yang memiliki kompetensi untuk 

melakukan pemeriksaan (Tubagus Farhan 

Maulana: 2024).  Maka dapat disimpulkan 

bahwa BPJPH dan MUI merupakan pihak 

yang memiliki peranan penting dalam 

memastikan, menjamin, serta menyatakan 

bahwa suatu produk halal dan dapat 

dikonsumsi oleh masyarakat yang 

beragama Islam. 

Kemudian berdasarkan Undang-

Undang  No. 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen (selanjutnya 

disingkat dengan UUPK), jaminan atas 

kehalalan produk merupakan perwujudan 

dari asas kepastian hukum yang bertujuan 
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untuk memberikan perlindungan bagi 

konsumen-konsumen yang beragama 

Islam. Undang-undang ini juga 

mewajibkan bagi pelaku usaha untuk 

mengikuti ketentuan halal dalam 

memproduksi produk yang dilabel halal 

sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf h 

UUPK. Produsen memiliki tanggung 

jawab untuk melakukan sertifikasi dan 

pelabelan terhadap produk yang akan 

diedarkan kepada masyarakat. Dalam hal 

pelaku usaha bertindak sebagai importir 

atau kegiatan memasukkan barang dari 

luar negeri, maka proses sertifikasi dan 

pelabelan bukan menjadi tanggung jawab 

produsen melainkan berpindah kepada 

importir. Hal ini diatur dalam ketentuan 

Pasal 21 ayat (1) UUPK (I Wayan Gede 

Asmara, dkk: 2019). 

Bagi pelaku usaha yang tidak 

menjaga kehalalan Produk yang telah 

memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 huruf b Undang-

Undang Jaminan Produk Halal maka 

pelaku usaha tersebut dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

atau pidana denda paling banyak 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) 

(Pasal 56 Undang-Undang No. 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal). 

Pasal 25, menyebutkan bahwa 

Pelaku Usaha yang telah memperoleh 

Sertifikat Halal wajib: 

a. mencantumkan Label Halal terhadap 

Produk yang telah mendapat Sertifikat 

Halal; 

b. menjaga kehalalan Produk yang telah 

memperoleh Sertifikat Halal; 

c. memisahkan lokasi, tempat dan 

penyembelihan, alat pengolahan, 

penyimpanan, pengemasan, 

pendistribusian, penjualan, dan 

penyajian antara Produk Halal dan 

tidak halal; 

d. memperbarui Sertifikat Halal jika 

masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; 

dan 

e. melaporkan perubahan komposisi 

Bahan kepada BPJPH. 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, 

menyatakan perbuatan yang dilarang bagi 

pelaku usaha, sebagaimana diatur pada 

pasal 8, yaitu: 

Pasal 8 

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi 

dan/atau memperdagangkan barang 

dan/atau jasa yang: 

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai 

dengan standar yang dipersyaratkan 

dan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi 

bersih atau netto, dan jumlah dalam 

hitungan sebagaimana yang 

dinyatakan dalam label atau etiket 

barang tersebut; 

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, 

timbangan dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang 

sebenarnya; 

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, 

keistimewaan atau kemanjuran 

sebagaimana dinyatakan dalam label, 

etiket atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut; 
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e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, 

komposisi, proses pengolahan, gaya, 

mode, atau penggunaan tertentu 

sebagaimana dinyatakan dalam label 

atau keterangan barang dan/atau jasa 

tersebut; 

f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan 

dalam label, etiket keterangan, iklan 

atau promosi penjualan barang 

dan/atau jasa tersebut; 

g. tidak mencantumkan tanggal 

kadaluwarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang 

paling baik atas barang tertentu; 

h. tidak mengikuti ketentuan 

berproduksi secara halal, sebagaimana 

pernyataan "halal" yang dicantumkan 

dalam label; 

i. tidak memasang label atau membuat 

penjelasan barang yang memuat nama 

barang, ukuran, berat/isi bersih atau 

netto, komposisi, aturan pakai, 

tanggal pembuatan, akibat 

sampingan, nama dan alamat pelaku 

usaha serta keterangan lain untuk 

penggunaan yang menurut ketentuan 

harus di pasang/dibuat; 

j. tidak mencantumkan informasi 

dan/atau petunjuk penggunaan 

barang dalam bahasa Indonesia sesuai 

dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

Sanksi pidana bagi pelaku usaha 

yang melakukan perbuatan sebagaimana 

pasal 8 tersebut di atas, maka dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun atau pidana denda paling 

banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar 

rupiah). Hal ini didasarkan pada pasal 62 

ayat (1) Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. 

SIMPULAN  

Produk halal merupakan produk 

yang diakui secara sah oleh negara 

berdasarkan pada sertikat dan label halal 

yang dikeluarkan oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(BPJPH) serta mengikuti tuntunan syari’at 

Islam. Sertifikat halal yang dikeluarkan 

didasarkan pada penetapan kehalalan 

produk yang dikeluarkan oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat dan 

label halal bertujuan untuk memberikan 

kepercayaan dan keyakinan kepada 

masyarakat untuk mengkonsumsi produk 

yang telah dinyatakan halal. Sertifikasi 

halal merupakan perwujudan dari 

kepastian hukum atas kehalalan produk 

bagi masyarakat. Kemudian atas 

perbuatan yang dilakukan oleh pelaku 

usaha yang tidak mengikuti ketentuan 

berproduksi secara halal serta pernyataan 

“halal” yang tidak dicantumkan pada label 

maka dapat dikenai sanksi pidana 

menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia yaitu 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal dan 

Undang-undang  Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. 
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